BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR %Z TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan
retribusi;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas-asas
kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan
dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta
karakteristik dan kondisi objektif daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
Jsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keria

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. [Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013

Menetapkan

| PARAFKOORDINAS!

tentang Retribusi Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Na

Tahun 2011 Nomor 1} sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2015
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tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I
Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 80
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 80)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



-

Pasal 8

(1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana

penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam

tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
(2) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan

sebagai berikut:

a. Pemungut atau Juru pungut berdasarkan besaran

realisasi yang dipungut oleh Pemungut atau Juru

pungut sebesar 5% (lima perseratus).

b. Kepala Daerah dibagi sebesar 5% (lima perseratus)

dengan klasifikasikan sebagai berikut:

Bupati dari realisasi pendapatan yang dikelola
langsung oleh Bendahara Penerimaan dan
langsung disetor ke Kas Daerah oleh wajib pajak
tanpa melalui Pemungut atau Juru pungut sebesar
3% (tiga perseratus).

Wakil Bupati dari realisasi pendapatan yang
dikelola langsung oleh Bendahara Penerimaan dan
langsung disetor ke Kas Daerah oleh wajib pajak
tanpa melalui Pemungut atau Juru pungut sebesar
2% (dua perseratus).



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal § Juu 202l

P&(ﬁ BUPATI NATUNA&

Diundangkan di Ranai
pada tanggal § Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANA VARIANTO

BERITA DAERAH UPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOM OR %72




